WALIKOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR 61 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2020

Menimbang:

Mengingat

—

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KENDARI,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman vang Membahayvakan Perckonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

bahwa berdasarkan Peraluran Presiden Nomor 72 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 telan
ditetapkan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun
Anggaran 2020 yang merupakan bagian dari anggaran Transfer
ke daerah Tahun Anggaran 2020;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
87 /PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah
Tambahan Tahun Anggaran 2020,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hurul a, huruf b, dan hurul ¢ perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Perubahan Kelima atas Peraturan
Walikota Kendari Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun
Anggaran 2020,

_ Pasal 18 ayat (A) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan

Kotamadya Dacrah Tingkat 1I Kendari (Lembaran Negara



o

10.
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Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602),

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomeor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 385 1),

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kecuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421});

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nemor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana tclah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahurn 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintanan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistern Keuangzn uniuk Penanganan Pandemi Corona Virus
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Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Aricaman  vang Membahayakan Perekonomian  Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor &7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64853);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Normor 457 3);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana lelah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2010 WNomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indenesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46 14);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tenlang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomer 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

.Peraturan Pemerintah Nomer 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daecrah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 504 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakvat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indcnesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah  sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Namor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan



Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Namor 16 Tahun 2007 tentang
Tata Carn FEvaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah
denpan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan 2015 Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapalan dan Belanja Dacrah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 5257);

92 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 633);

93. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 12 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Kendari Tahun 2007 Nomor 12);

24, Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah Kota Kendari
(Lembaran Dacrah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 3)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Kendari Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah Kota Kendari
(Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2019 Nomor 10);

25, Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2019
Nomar 7);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KELIMA
ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 61 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal I

Ketentuan Pasal | Peraturan Walikota Kendari Nomor 61 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kotz Kendari Tahun 20019 Nomor 61) yang telah
beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota



Peraturan Walikota Kendari Nomor | Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Walikota Kendari Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeran Kota Kendari Tahun Anggaran
2020 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 1);

Peraluran Walikota Kendari Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 6] Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran
2020 (Berita Daerah kota Kendari Tahun 2020 Nomor 22);

Peraturan Walikota Kendari Nomor 25 Tanun 2020 tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran
2020 (Berita Daerah Kota Kendar Tahun 2020 Nomor 23),

Peraturan Walikota Kendari Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 61 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 34).

Diubah sehingza berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belarnja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula
berjumlah Rp.1.605.349.015.088,00 berkurang sejumlah Rp.298.973.672.873,00
sehingega menjadi Rp. 1 206.375.342.215,00 dengan rincian sebagai berikul :

1. Pendapatan :
a. Semula Rp. 1.583.261.842.973,13
b, Bertambah /(berkurang) Rp. (309.856.787.873,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 1.273.405.055.100,13
2. Belanja :
a. Semula Rp. 1.605.349.015.088,00
b, Bertambah/(berkurang) Rp. (208.973.672.873,00)
Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 1.306.375.342.215,00
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan Rp. (32.970.287.114 B

3. Pembiayaan :

4. Penerimaan

1) Semula Rp. 22 087.172.114,87
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 10.883.115.000,00
Jumlah penerimaan sctelah perubahan Rp. 32.970.287.114,87

b. Pengeluaran
1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah / (berkurang) Rp. 0,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 0,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp. 32.970.287.114,87

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp. 0,00



Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 4 - % - 2020
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Diundangkan di Kendari
pada tanggal 24- F- 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI

[

Hj. NAHWA UMAR

RERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2020 NOMOR 39
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